
BUPATI SUMENEP 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SUMENEP 
NOMOR: 5 TAHUN 2018 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 66 TAHUN 2017 
TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2018 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMENEP, 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Nomor urut 22 Angka 
Romawi V dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 disebutkan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai 
dari DBH-CHT yang bersifat eannark, DBH-SDA Tambahan 
Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, 
DBH-DR, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi 
Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua 
dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, 
Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer 
lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan 
kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya 
yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan 
dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran 
APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD 
selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA 
apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan 
APBD. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, dan sesuai dengan surat Gubernur Jawa 
Timur Nomor : 903/ 13.096/201/2017 tanggal 20 Desember 
2017 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan 
Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD 
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, Peraturan 
Menteri Keuangan RI Nomor 226/PMK.07/2017 tanggal 29 
Desember 2017 ten tang Perubahan Rincian Dana Desa 
Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, 
Perjanjian Hibah Daerah Nomor : PHD-l 12/RR/PK/2017 



Mengingat 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

tanggal 30 Nopember 2017 untuk Hibah Dalam Rangka 
Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 
Bencana Tahun 2017, Surat Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor S-589 /MK.7/2017 tanggal 28 Nopember 
2017 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk 
program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2017, surat 
Menteri Perdagangan RI tanggal 27 Nopember 2017 Nomor : 
1366/M-DAG/SD/11/2017 perihal Penyampaian Alokasi dan 
Target Output DAK Bidang Pasar TA 2018, Surat DPRD 
Kabupaten Sumenep Nomor: 188/70A/435.050/2018 
Tentang Hasil Persetujuan DPRD Kabupaten Sumenep, perlu 
menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep 
Nomor 66 Tahun 2017 ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang 
dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 09); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomo:t 5049); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

ii 



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penierintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang 
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pelaporan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 
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20. Peraturan Pemerinta,h Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 199); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah {Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Tahun 2015 Nomor 2036); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 
15); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 
2008 tentang Perseroan Terbatas Wira Usaha Sumekar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 
16); 
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 
2012 ten tang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 
21); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 
1); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumenep Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah 
Kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep 
Nomor 5. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumenep Tahun 2015 Nomor 2); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumenep Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah kabupaten Sumenep Nomor 6 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 
2015 Nomor 3); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Tahun 2012 Nomor 4); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah 
Kabupaten Sumenep Tahun 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor ); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep 
Tahun 2017 Nomor 5); 

39. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 
2017 Nomor 66). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 66 TAHUN 2017 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 66) diubah sebagai 
berikut: 
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Pasal 1 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai 
berikut: 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Rp. 221.296.639.290,00 
Rp. l.543.243.835.700,00 
Rp. 447.991.510.487,00 

Jumlah Pendapatan 

2.Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung : 
1) Belanja Pegawai Rp. 
2) Belanja Hibah Rp. 
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 
4) Belanja Bagi Hasil Kepada Rp. 

Provinsi/Kabupaten/Kota 
dan Pemerintah Desa 

5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 
Kepada Provinsi/ Kabupaten/ 
Kota dan Pemerintah Desa 

Rp. 2.212.531.985.477,00 

952.061.867. 952,00 
46.315.850.000,00 
16.841. 700.000,00 
2.319.564.504,00 

427 .813.870.298,00 

6) Belanja Tidak Terduga =R'-"'p_,_. ----=2=·-=-4=1 7.:....•:.....:4c..:0...::::0...:..;.0::....:0::....:0:a.,.,.=0=0 
Rp. l.447.770.252.754,00 

b. Belanja Langsung : 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

3. Pembiayaan 

Jumlah Belanja 

Surplus (Defisit) 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp. 77.463.294.430,00 
Rp. 427.549.663.776,00 
Rp. 331.306.296.549.00 

Rp. 
Rp. 

Rp. 836.319.254.755.00 

Rp. 2.284.089.507.509,00 

(Rp. 71.557 .522.032,00) 

84.057.522.032,00 
12.500.000.000.00 

Jumlah Pembiayaan Netto =-R=p-'-. --'7'--'1=--·~5~57~·~5-'-2=2-'-.0~3~2~,-'-0-'-0 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 

2. Ringkasan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan denganPeraturan Bupati ini. 

3. Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

4. Perubahan Atas Daftar Nama Penerima, Alamat dan besaran Alokasi Hibah 
yang diterima Tahun Anggaran 2018 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep. 

Ditetapkan di : Sumenep 
pada tanggal : 15 Fe bruari 2018 

f1<a'. BPPKAD~ 

BUPA?T 
~ 

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si 

Diundangkan di: Sumenep 
pada tanggal : 15 Februari 2018 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
SU NEP 

' I 

Drs. R. RIS MM 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19590304 198503 1 018 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2018 NOMOR 5 

Vll 


